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ABSTRAK

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
terdiri dari Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. Saat ini
Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri pada Polri dikelola secara internal
oleh Polri melalui sebuah sistem yang dikenal dengan Dana Pemeliharaan
Kesehatan (DPK Polri). luran dipotong melalui gaji Pegawai Negeri pada
Polri sebanyak 2% setiap bulan yang diterima langsung oleh Instansi Polri
dari Departemen keuangan, selanjutnya dikelola dan didistribusikan ke
fasilitas kesehatan Polri yaitu Poliklinik Polri dan Rumah Sakit
Bhayangkara atau dengan cara lain yaitu penggantian biaya (restitusi).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan memberi
kepastian perlindungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia sejatinya merupakan peluang bagi DPK Polri untuk dilakukan
reformasi dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan agar ditemukan
aturan hukum yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang
terkandung dalam SJSN guna menjawab isu hukum yang sekarang
sedang dihadapi dalam pengelolaan DPK Polri secara koheren sehingga
diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan akan hak
jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri beserta keluarganya.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang sangat prinsip
yaitu Penyelenggaraan DPK Polri belum mengacu Pasal 19 Undang-
Undang SJSN yang mengatakan bahwa jaminan kesehatan
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
prinsip ekuitas. Saat ini DPK Polri dikelola secara intemnal Polri, tidak
melalui Badan Penyelenggara Asuransi Sosial. Selain itu, pengelolaan
DPK Polri tidak sesuai dengan Pasal 47 yang mengatakan bahwa “Dana
Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan
dana, dan hasil yang memadai’. Pengelolaan DPK Polri dikelola secara
internal oleh Polri tidak melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). Dalam undang-undang SJSN, BPJS yang mengelola jaminan
kesehatan adalah PT. Jamsostek dan PT Askes. Hanya saja PP Nomor
69 Tahun 1991 Tentang Askes dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
Tentang Jamsostek tidak mengatur Pegawai Negeri pada Polri. PT Askes
juga tidak mengelola jaminan kesehatan kerja yang sangat dibutuhkan
oleh anggota Polri mengingat anggota Polri mempunyai risiko yang sangat
tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. PT. Jamsostek yang mengelola
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), saat ini masih hanya pada sektor swasta.

Kata Kunci; DPK Polri ditinjau dari SUSN
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ABSTRACT

Government officials of the Indonesian National State Police consist
of Police personnel and Police Civil Servants. The two components are
comprehensively part of the Indonesia Community having equal rights in
getting the utmost health treatment level for proper life. The health
guarantee of the Civil Cervices is currently managed by internal Police
Administration by way of the system known as health safety Funds (DPK
Polri), coming from contribution of the Government officials of the
Indonesian National State Police two percents deduction from their
monthly salary directly received by the Police Instance from the Ministry of
Finance that is then handled and distributed as the Police Health Facility
Bodies, they are Police Policlinics and the Bhayangkara Hospitals or by
another system i.e. restitution financing (reimbursement).

The issuance of Law No 40/2004 on the National Social Guarantee
System (SJSN) with the objection of giving safety confirmation as well as
social prosperity to people throughout Indonesian constitutes actual step
taken for reforming the administration of the management. This research
is held to find out appropriate legal regulations in line with legal principles
contained in the SJSN for anticipating law issue which is currently being
coherently faced by the DPK Polri, so that it is expected to be
advantageous for fulfilling the need of rights of the Police Servants and
their families for getting health guarantee.

Some principle problems have been found in this study, they are
the administration of the Police DPK which has not referred to Article 19 of
the SJSN Law saying that Health Guarantee shall be nationality organized
under social insurance equity principle. The DPK Polri administration is
currently managed wholly by Polri internal body, not by Social Insurance
Organizing Agency. In addition, the DPK Polri management is not in
accordance with Article 47, saying that “the fund of Social Guarantee”
shall be obligatorily administreted and optimally developed by the Social
Guarantee Organizing Body by considering the aspects of liquidity,
solvability, careful, fund safety and proper results. While the DPK Polri
management is run by Police internally, not by the Social Guarantee
Organizing Body . According the SJSN Law, the Health Social Guarantee
Organizing Body Agencies are PT. Jamsostek (Persero) and PT
Askes(Persero). In this case, the Govemnment Regulation No 69/1991 on
Askes, and Low No 3/1992 on Jamsostek do not regulate the
Government officials of the Indonesian National State Police. PT Askes
also does not run the working health guarantee quite needed by the Police
personnel considering thoose personnel have very high risk in performing
their duties. PT Jamsostek which manages the Health Care Guarantee
and Work Accidents currently manages private sector only.

Keyword: DPK Polri reviewed by SISN



